
                                                                   

 

 

 

GUBERNUR SULAWESI SELATAN 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN 

 
NOMOR 86 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 
2014 TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  PROVINSI SULAWESI SELATAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan 

Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, maka telah ditetapkan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 

2014 tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran 

Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan; 

  b. bahwa seiring dengan meningkatnya penerimaan Pajak 

Daerah, maka ketentuan Pasal 9 sudah tidak sesuai lagi, 

sehingga perlu ditinjau untuk diubah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembagian dan Pembayaran Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

Mengingat : 1. 1

. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5049);   

  2. 2

. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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  3. 7

. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  4. 8

. 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

  5. 9

. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  6. 1

0

. 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah  

Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Nomor 248);   

  7. 1

1

. 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan  

Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan  Nomor 296); 

  8. 1

2

. 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 

Tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2013 Nomor 52); 



~ 3 ~ 

 

  

  9. 1

3

. 

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 

293). 

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2014 

TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN DAN PEMBAYARAN 

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  PROVINSI 

SULAWESI SELATAN. 

  Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi 

Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian 

dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan  

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 143 Tahun 

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi 

Selatan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembagian 

dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 

Tahun 2014 Nomor 14) diubah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c 

diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 9 

  (1) Alokasi besaran perkalian pembagian insentif setiap bulan 

untuk Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan 

sebagai berikut: 

a. Gubernur dan Wakil Gubernur paling tinggi 

menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan 

melekat; 

b. Sekretaris Daerah paling tinggi menerima 8 (delapan) 

kali gaji pokok dan tunjangan melekat; dan 

c. Pejabat dan pegawai Badan sebagai Instansi 

Pelaksana Pemungutan pajak daerah paling tinggi 

menerima 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan 

melekat. 

  (2) Alokasi pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan  dengan 

mempertimbangkan beban tugas dan peran serta pegawai 

Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.  

  (3) Dalam menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), Kepala Badan dibantu oleh Tim Pembagi 

Insentif yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan. 
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  (4) Kepala Badan menetapkan dan sekaligus membuat daftar 

penerima dan pembayaran insentif pajak daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setiap 

triwulan. 

  2. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 10 

berbunyi sebagai berikut: 

  Pasal 10 

  (1) Pemberian insentif dapat dilaksanakan apabila mencapai 

kinerja tertentu.  

  (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah pencapaian realisasi penerimaan masing-masing 
jenis pajak daerah paling kurang sebesar: 

a. 20% (dua puluh perseratus) untuk Triwulan I; 

b. 45% (empat puluh lima perseratus) sampai dengan 

Triwulan II; 

c. 72,5% (tujuh puluh dua koma lima perseratus) 
sampai dengan Triwulan III; dan 

d. 100% (seratus perseratus) sampai dengan Triwulan 
IV. 

  (3) Insentif yang dapat dibagikan hanya insentif yang 
bersumber dari jenis pajak yang mencapai kinerja 

sebagaimana dimaksud  pada ayat (2). 

  (4) Dihapus. 

  Pasal II 

  Peraturan Gubernur ini mulai berlaku  pada  tanggal 

diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan. 
 

 Ditetapkan di Makassar  

 pada tanggal 12 Februari 2018    

GUBERNUR  SULAWESI SELATAN, 

 
 

 

 

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH.,M.Si.,MH. 
 

Diundangkan di Makassar 

pada tanggal  12 Februari 2018    

SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SULAWESI SELATAN, 
 

 

 

 

Ir. H. ABDUL LATIF, M. Si.,MM. 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 86 


